SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 994 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR 768 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a.

1]

bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan
Perubahan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun



2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024

tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan



10.

11.

12.

Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024
tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan
Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan
Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024
Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota




13.

14.

15.

16.

17,

18.

19;

20.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1764 Tahun 2024
tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan
Dana Kampanye Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Aplikasi
Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024
tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2025
tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo oleh Komisi Pemilihan
Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
494 /PL.02-SD/06/ 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
631/PL.02.4-SD/ 06/2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan

Kampanye.




Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 768
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN
2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 Tentang
Penetapan Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Walikota Dan Wakil
Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN

NOMOR 994 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 768 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TAHAPAN
DAN JADWAL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALOPO TAHUN 2024 TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN

PERUBAHAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

: JADWAL WAKTU
URAIAN KEGIATAN KET
‘ WAKTU AWAL AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN
Pertemuan terbatas, pertemuan tatap
muka dan dialog, debat publik atau debat
terbuka antar Pasangan  Calon,
penyebaran Bahan Kampanye kepada
umum, pemasangan Alat Peraga 14 hari Rabu, Selasa,
Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak 07 Mei2025 | 20 Mei2025
melanggar larangan Kampanye dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
serta tidak melaksanakan metode
kampanye dalam bentuk rapat umum
Iklan Media Massa Cetak dan Media 7 hari Rabu, Selasa,
Massa Elektronik 14 Mei 2025 20 Mei 2025
. Rabu, Jumat,
Masa Tenang 3hart | 51 Mei2025 | 23Mei2025
DANA KAMPANYE
Sabtu Selasa
Pembukaan Rekening Khusus Dana : y A
Kampanye (RKDK) 60 hari 8 Maret 2025 | 6 Mei 2025




Penutupan RKDK Pasangan Calon yang 3 hari Senin, Rabu,
tidak lolos verifikasi pendaftaran 24 Maret 2025 |26 Maret 2025
Penutupan RKDK Pasangan Calon yang 5 hari 21 I\I;a_bzu, Kamis'
lolos verifikasi pendaftaran ei2025 | 22Mei2025
Sabtu Jumat
Laporan/Tanggapan Masyarakat atas : ’ .
Laporan Dana Kampanye 77 hari 8 Maret 2025 | 23 Mei 2025
dimulai sejak pembukaan
Periode pembukuan Laporan Awal Dana RKDK sampai dengan 1 (satu)
Kampanye (LADK) Hari sebelum waktu
penyampaian LADK.

. . Selasa, Selasa,
Penyampaian LADK 1 hari 6 Mei 2025 & Mei 2025
Penyampaian LADK Perbaikan 3 hari Gsl\:gszao, o5 8 ,\KAZTZ%ZS

. Jumat, Jumat,
Pengumuman LADK 1 hari 9 Mei 2025 9 Mei 2025
Periode pembukuan Laporan Sumbangan 7 hari Selasa, Senin,
Dana Kampanye (LPSDK) 6 Mei 2025 12 Mei 2025

. . Selasa, Selasa,
Penyampaian LPSDK Thar | 13 Mei2025 | 13 Mei2025

. . . Rabu, Rabu,
Penyampaian LPSDK Perbaikan 1 hari 14 Maei ;025 14 Mei 2025

. Kamis, Kamis,
Pengumuman LPSDK Thar | 15 Mei2025 | 15 Mei2025
Periode pembukuan Laporan Penerimaan I
dan Pengeluaran Dana Kampanye 14 hari 6 I\ﬁeeilgz’;_’s 208 :n:iszaézs

(LPPDK)




¢ | Rabu, Rabu,
Penyampaian LPPDK Thar | o1 Mei2025 | 21 Mei 2025
P ian LPPDK Perbaikan 1 hari Kame. e i
b St o " 22 Mei2025 | 22 Mei2025
Penyampaian Laporan Dana Kampanye 9 e Kamis, Jumat,
kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) 22 Mei 2025 23 Mei 2025
Kamis, Senin,
; " 22 Mei 2025/ | 26 Mei 2025/
Audit Laporan Dana Kampanye i Jumat, 23 Mei | Selasa, 27 Mei
2025 2025
Penyampaian hasil audit dari KAP i
S d Senin Selasa
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan 2 hari A i o
KPU/KIP Kabupaten/Kota 26 Mei 2025 | 27 Mei 2025
Penyampaian hasil audit kepada 3 hatbi Rabu, Jumat,
Pasangan Calon 28 Mei 2025 | 30 Mei 2025
j ; s Rabu, Jumat,
Pengumuman hasil audit 3 hari 28 Mei 2025 30 Mei 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

HASBULLAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kep , b B{N "’S'

ULAWESI SELATAN




